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ABSTRAK

Perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT, melihat seberapa efektif Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhadap tugas Pemerintah Kota Probolinggo dalam melindungi hak perempuan. Menunjukkan
bahwa UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban
kekerasan domestik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan domestik, dan
mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyediakan layanan yang dimaksudkan untuk
perempuan korban kekerasan domestik. Meskipun, budaya patriarki, akses terbatas ke informasi,
dan sumber daya yang terbatas masih merupakan hambatan untuk melindungi hak perempuan.
Menyarankan agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan kasus KDRT, lebih banyak
sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004, lebih banyak kolaborasi, dan lebih banyak sumber daya
manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif yaitu melalui tahap
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang
terjadi pada permpuan terutama KDRT di Kota Probolinggo masih tergolong meningkat dan
menurun setiap tahun, kurangnya tenaga ahli yang menangani langsung khusunya perempuan, dari
langkah-langkah perbaikan dalam menangani kasus tersebut Peran pemerintah Kota Probolinggo
(Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) cepat dan sigap dalam
menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kota Probolinggo bersama pihak-pihak instansi lainnya
yang ikut serta dalam menangani kasus kekerasan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan Hak Perempuan.

ABSTRACT

Violent behavior against women, especially domestic violence, looks at how effective Law Number
23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) is in the Probolinggo City
Government's duties in protecting women's rights. Shows that Law no. 23 of 2004 has provided
legal protection for women victims of domestic violence, increased public awareness about
domestic violence, and encouraged the Probolinggo City Government to provide services intended
for women victims of domestic violence. Although, patriarchal culture, limited access to
information, and limited resources are still obstacles to protecting women's rights. Suggesting that
the public be more proactive in reporting cases of domestic violence, there is more socialization of
Law no. 23 of 2004, more collaboration, and more human resources. This research uses
descriptive qualitative research methods, namely through interviews, observation and
documentation stages. The results of this research show that violence that occurs against women,
especially domestic violence in Probolinggo City, is still increasing and decreasing every year,
there is a lack of experts who handle it directly, especially women, of corrective steps in handling
these cases. The role of the Probolinggo City government (Women's Empowerment Social Service
and Child Protection) quickly and swiftly in handling cases of violence that occurred in
Probolinggo City together with other agencies that participated in handling cases of violence.
Keywords: Effectiveness, Role, Law no. 23 of 2004, and Women's Rights.
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PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender, yang juga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah
tangga, masih dialami oleh perempuan di Indonesia. Kekerasan ini sering terjadi di mana
pelaku dikenal dan dekat dengan korban. Misalnya, suami melakukan kekerasan terhadap
istri, ayah melakukan kekerasan terhadap anak, paman melakukan kekerasan terhadap
keponakan, dan kakek melakukan kekerasan terhadap cucu. Selain itu, KDRT juga dapat
didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki
hubungan darah terhadap perempuan. Indonesia dapat menerapkan konsep negara
hukumnya, Pancasila, secara mandiri sebagai negara hukum. Untuk mencapai hal ini,
Indonesia memastikan kesejahteraan bagi setiap warganya, termasuk perlindungan hak
asasi manusia dan hak perempuan. karena kekerasan seksual terhadap wanita melanggar
hukum.

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah tonggak sejarah di Indonesia yang
melakukan terobosan untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di rumah tangga atau keluarga; itu juga
terjadi di masyarakat umum dan di wilayah negara. Pemerintah, baik di tingkat pusat
maupun daerah, harus mengambil perhatian terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap
wanita. karena negara harus melindungi semua warganya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum
sebagai kewajiban hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, kedamaian, dan
keuntungan secara lisan maupun tulisan. Dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta,
harus menjaga korban kekerasan. Korban berhak atas layanan hukum, rahasia, dan
psikologis.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Probolinggo terus meningkat. Menurut
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota
Probolinggo, ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 9 kasus KDRT. Dari
tahun 2022 hingga agustus, ada 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 7 kasus
KDRT. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi
kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Untuk mencegah masalah tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungan
perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT) memberikan negara jaminan untuk mencegah kekerasan di dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, dan melindungi
perempuan dan anak-anak dari kekerasan di dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan
menggambarkan fenomena yang ada, baik dalam domain ilmiah maupun rekayasa
manusia, dengan penekanan yang lebih besar pada karakteristik, kualitas, dan hubungan
antara kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif menggambarkan kondisi secara
keseluruhan daripada memperlakukan, mengubah, atau mengubah variabel yang diteliti.
Satu—nhanya penelitian, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,
yang diberikan. Pendekatan kualitatif biasanya menggunakan paradigma pengetahuan
berdasarkan konstruktivisme (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna
yang dibangun secara sosial dan historis untuk mengembangkan teori atau pola),
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adovokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolabotarif, atau orientasi perubahan),
atau keduanya, seperti yang ditunjukkan oleh Emzir (2013:28) Sugiyono (2017: 7-8).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan juga sumber data
sekunder. Sumber data primer adalah Wawancara, diskusi, dan pengamatan langsung di
tempat penelitian memberikan informasi. Informasi diperoleh dari informan sebagai
sumber data utama penelitian, dari hasil data primer yaitu menggunakan hasil wawancara
pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo dan UPTD PPA Kota Probolinggo. Dan sumber data sekunder adalah Data
diperoleh dari sumber data yang tidak langsung, seperti melalui dokume. Sumber data
sekunder mendukung informasi yang diperoleh dari sumber data primer, seperti literatur,
literatur, penelitian terdahulu, buku, dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. EFEKTIVITAS

Efektifitas adalah perbandingan antara output dengan target atau hasil, sedangkan
efektif adalah kemampuan untuk memilih antara berbagai opsi yang tersedia untuk
mencapai tujuan tertentu, menurut Zaidan Nawawi (2013:188). Pemimpin yang efektif
adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memilih apa yang harus mereka lakukan
dan cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Ciri-cirinya termasuk kinerja yang efektif
dalam penggunaan sumber daya dan kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran berbagai kebijakan dan programnya, kesemuanya ditunjukkan untuk kepentingan,
kesejahtraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan masyarakat dikenal sebagai efektif.
Cara terbaik untuk memahami efektivitas, menurut Samodra Wijaya dalam Zaidan
Nawawi (2013:189), adalah dengan mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk
mencapai tujuan organisasi. Dalam hal organisasi, Bastian dalam Zaidan Nawawi
(2013:190) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur dengan menilai seberapa jauh
tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang harus dicapai, dan
definisi ini sangat jelas.

B. PERAN

Peran, menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224), dapat didefinisikan
sebagai set rumus yang membatasi perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi
tertentu. Hanafie (2016:165-166) menyatakan bahwa tindakan peranan penting karena
mengatur perilaku seseorang dan membantu mereka melaksanakan hak dan tanggung
jawab yang diberikan oleh kedudukannya. Selain itu, menurut Bruce J. Cohen, peran peran
terdiri dari beberapa bagian, seperti:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang
dalam menjalankan suatu peranan

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat
dari kita dalam menjalankan peranan tertentu

3. lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada
saat dia sedang menjalankan perannya

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Teori hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menguji
legitimasi hukum adalah dengan memastikan bahwa norma yang termasuk dalam sistem
norma dapat menderivasikan legitimasi norma dasar yang membentuk tata hukum. Karya
Hans Nawiaski, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlitchen Grundbegriffe,
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menjelaskan evolusi teori Hans Kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas
norma piramidal. Norma-norma ini kemudian

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah
Tangga. Pada awalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mencari keadilan atau
mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa mereka, terutama sebelum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Karena pada saat itu belum ada payung hukum
dan masyarakat secara keseluruhan berpendapat bahwa mengungkap masalah rumah
tangga adalah sesuatu yang tidak pantas, memalukan, dan sangat pribadi sehingga tidak
perlu intervensi dari pihak luar, bahkan jika masalah rumah tangga itu sebenarnya sudah
mengarah pada kekerasan. Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah Indonesia
mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
D. HAK-HAK PEREMPUAN

Perempuan menghadapi diskriminasi dan persepsi negatif dalam masyarakat.
Mereka dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja, dalam keluarga mereka (khususnya
mereka yang menikah), dan di masyarakat umum. Banyak pihak, terutama perempuan,
menyadari pentingnya mendukung hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang harus
diakui dan dilindungi sebagai akibat dari diskriminasi ini. Jenis-jenis hak-hak perempuan
yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain:
1) Hak — Hak Perempuan di Bidang Politik
2) Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan
3) Hak-hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran
4) Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan
5) Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan
6) Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum
7) Hak-Hak Perempuan dalam Ikatan atau Putusnya Perkawinan

1. EFEKTIVITAS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PERAN PEMERINTAH

KOTA PROBOLINGGO DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN
Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan melalui beberapa
indikator dari teori efektivitas menurut Bastian dalam Zaidan Nawawi (2013:190) yaitu :

e Output: Teori efektivitas dapat digunakan untuk menilai seberapa baik program atau
kebijakan melindungi perempuan dari kekerasan. Mengukur indikator output sangat
penting karena dapat menunjukkan apakah program atau kebijakan mencapai
tujuannya secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di kota Probolinggo,
khususnya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo, telah dilakukan berbagai upaya untuk memberdayakan perempuan dan
melindungi korban kekerasan perempuan dari berbagai layanan yang menangani
langsung korban kekerasan perempuan, salah satunya adalah kantor UPTD PPA (Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Berdasarkan
tanggapan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo.

e Kebijakan: Indikator kebijakan terkait erat dengan faktor keberhasilan dan faktor
penghambat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota
Probolinggo. Membuat kebijakan yang menyeluruh yang mempertimbangkan faktor-
faktor ini dapat meningkatkan kinerja program dan kebijakan yang diterapkan.
Dengan demikian, adanya kebijakan yang mempertimbangkan faktor keberhasilan dan
faktor penghambat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di
Kota Probolinggo akan membantu meningkatkan kinerja penanganan kasus kekerasan
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terhadap perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor keberhasilan
dalam menangani kasus kekerasan perempuan KDRT di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dan UPTD PPA (Unit
Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah mediasi.
Mediasi membantu pelaku dan korban mencapai kesepakatan, yang merupakan
komponen penting dalam penyelesaian kasus kekerasan perempuan KDRT.
Prosedur: Untuk menilai efektivitas kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus
KDRT dan mempertahankan hak perempuan di Kota Probolinggo, indikator prosedur
mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dan pihak-pihak lain yang
terkait mulai dari pelaporan kasus hingga pemulihan korban. Indikator prosedur ini
merupakan alat penting untuk menilai kerjasama antar lembaga dalam menangani
kasus KDRT dan mempertahankan hak perempuan di Kota Probolinggo. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan
terhadap perempuan di Probolinggo adalah Kepolisian Kota Probolinggo (POLRES),
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, dan LSM. Sangat penting bagi mereka untuk
bekerja sama untuk membantu korban dan menangani kekerasan terhadap perempuan
dengan lebih baik dan efektif.
PERAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TERHADAP LANGKAH -
LANGKAH PERBAIKAN YANG DIAMBIL UNTUK MELINDUNGI HAK -
HAK PEREMPUAN

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan melalui beberapa

indikator dari teori peran menurut Bruce J. Cohen yaitu :

Peranan nyata (Anacted Role): Peran Nyata (Anacted Role) adalah bagaimana
seseorang benar-benar menjalankan tugasnya. Teori peran dapat digunakan dalam
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan untuk memahami peran individu dan
kelompok dalam mencegah, menanggapi, dan mengatasi kekerasan tersebut. Karena
tidak hanya korban kekerasan sendiri yang melaporkan, tetapi juga orang terdekat
mereka, keluarga mereka, tenaga medis, dan petugas kepolisian yang melaporkan,
dapat disimpulkan bahwa masyarakat semakin peduli dengan masalah kekerasan dan
lebih berani untuk melaporkannya.

Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role): Peranan yang dianjurkan adalah cara
yang diharapkan masyarakat kita untuk melakukan sesuatu. Ada banyak tanggung
jawab dan ekspektasi yang terkait dengan posisi ini. Dinas Sosial PPPA Kota
Probolinggo dapat menggunakan indikator ini untuk meningkatkan kinerja dan
menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil survei menunjukkan
bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos
PPPA) adalah lembaga yang bertanggung jawab di Kota Probolinggo untuk
melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.
Lingkup Peranan (Role Set): Hubungan seseorang dengan orang lain selama
menjalankan peran mereka disebut lingkup peranan, atau role set. Cara untuk
mengukur dan menganalisis seberapa luas perilaku yang diharapkan dari seseorang
dalam menjalankan peran mereka diberikan oleh indikator lingkup peran. Ini juga
berkaitan dengan pengalaman petugas Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD PPA)
Kota Probolinggo dalam membantu dan menangani korban kekerasan yang dialami
oleh perempuan, terutama KDRT. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Unit
Pelayanan Teknis Daerah (UPTD PPA) Kota Probolinggo sangat penting dan
membantu masyarakat dalam menangani kasus kekerasan. UPTD PPA juga
membantu pihak lain dalam menangani kasus tersebut.
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KESIMPULAN

Selain itu, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah menurun sejak
beberapa tahun terakhir, meskipun angka tersebut sebelumnya meningkat. Data yang
dikumpulkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo menunjukkan peningkatan dan penurunan dalam kasus kekerasan terhadap
perempuan KDRT dibandingkan tahun sebelumnya Kekerasan ini dapat terjadi di mana
saja, seperti di rumah, tempat kerja, sekolah, ruang publik, atau bahkan di dunia maya.
Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan, dan pembunuhan, serta kekerasan
seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perbudakan seksual, serta kekerasan
psikis, seperti penghinaan, pelecehan verbal, dan intimidasi Salah satunya adalah
ketidaksetaraan gender, yang berarti perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki dan
memiliki hak yang lebih sedikit daripada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap
memiliki kecenderungan untuk terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh mereka.
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